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Abstrak: Masalah kecurangan pajak yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah 

tindakan penggelapan pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi negara. 

Hal ini disebabkan dari tindakan penggelapan pajak dianggap etis dilakukan oleh aparat pajak atas pembayaran wajib pajak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh: (1) keadilan pemungutan pajak, (2) pemahaman 

perpajakan, dan (3) pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Manado. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling acak sederhana, diperoleh sebanyak 100 responden. 

Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengisi kuesioner. Berdasarkan hasil pengelolaan data primer dengan 

menggunakan metode analisis regresi linear berganda, maka didapatkan hasil yaitu keadilan pemungutan pajak, pemahaman 

perpajakan dan pelayanan aparat pajak yang berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Manado. Dari hasil penelitian ini dapat diambil saran untuk aparat pajak/Direktorat Jenderal 

Pajak agar dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir penggelapan pajak dengan meningkatkan keadilan dalam 
pemungutan pajak, meningkatkan edukasi kepada Wajib Pajak agar mampu mengoptimalkan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan perpajakan serta meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pajak. 

Kata Kunci: keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, tindakan penggelapan pajak 

 

Abstack: Tax fraud problems often occur in all part of tax administration, one of which is tax evasion actions.The many 

cases of tax evasion in Indonesia caused huge losses to the country. This is due to the fact that tax evasion is considered 

ethical by the tax authorities for paying taxpayers. This study aims to find out empirically the effects of: (1) tax collection 

justice, (2) understanding of taxation, and (3) tax officer services against tax evasion actions on Individual Taxpayers at 
KPP Pratama Manado. The sampling technique uses simple random sampling, obtained as many as 100 respondents. The 

research data was obtained by filling out the questionnaire. Based on the results of primary data management using the 

method of multiple linear regression analysis, the results obtained are fair tax collection, understanding of taxation and 

service of tax officials that negatively affect tax evasion on Individual Taxpayers at KPP Pratama Manado. From the results 

of this study, suggestions can be made for the tax officer services/Directorate General of Taxes to be able to make efforts to 

minimize tax evasion by increasing fairness in tax collection, increasing education to taxpayers so as to optimize the 

dissemination of tax laws and improve the professionalism of apparatus performance tax. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Perekonomian dalam suatu negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi 
makro. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik 

pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur demi kemajuan dan kesejahteraan 

bangsa. Sejalan dengan hal itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar guna menopang biaya pembangunan 

dan pengeluaran rutin setiap tahunnya. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar adalah pajak. 
Sebagai sumber penerimaan negara, pajak sangat perlu mendapat pengelolaan yang baik. Hal ini tidak terlepas 

dari peranan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya (membayar pajak), tidak menghambat dan tidak 

melakukan penyelewengan terhadap mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku. 
Berdasarkan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, penerimaan 

negara di targetkan sebesar Rp2.165,1 triliun dengan total target penerimaan sebesar 82,5% yang diantaranya 

berasal dari penerimaan sektor perpajakan yakni sebesar Rp1.786,4 triliun (www.kemenkeu.go.id). Namun 

penerimaan Negara yang besar tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kesadaran bagi setiap Wajib 
Pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak sangat diharapkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan 

negara karena jumlah Wajib Pajak cenderung bertambah setiap tahunnya  

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa usaha pemerintah dalam 
mengejar target penerimaan pajak dilakukan dengan memperbaiki kualitas layanan. Oleh karena itu, pemerintah 

melalui Direktorat Jenderal Pajak semakin giat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta 

memodernisasi sistem perpajakan di Indonesia (Juandi, 2019). Muncul kesenjangan kepentingan antara 
pemerintah selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak yang menimbulkan pertentangan diametral. Pertentangan 

diametral yang dimaksudkan yaitu pemungut pajak sebagai pihak yang diuntungkan dalam pengoptimalan 

penerimaan pajak sebagai usaha untuk mencapai target kas negara yang sudah ditetapkan. Sedangkan bagi Wajib 

Pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa menerima pengembalian jasa secara langsung akibat 
kewajiban membayar pajak, akan berusaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan ke kas negara 

bahkan memungkinkan untuk menghindarinya (Winarsih, 2018:56). 

Masalah kecurangan pajak yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah 
satunya adalah penggelapan pajak. Secara umum, penggelapan pajak merupakan strategi dan teknik yang 

melawan ketentuan peraturan perpajakan yang mencakup perbuatan manipulasi secara ilegal atas penghasilannya 

untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Usaha Wajib Pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya 
salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak atas 

pembayaran Wajib Pajak. Sehingga membuat Wajib Pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak 

karena Wajib Pajak berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan benar dan 

menanggap perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Friskianti, dikutip dalam Winarsih, 2018:57). 
Pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya. Keadilan dalam pemungutan pajak 

menyangkut hak Wajib Pajak yang sangat penting. Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak apabila pajak yang 
dibebankan sebanding dengan penghasilan dan manfaat yang Wajib Pajak terima. Semakin tingginya keadilan 

dalam pemungutan pajak akan menurunkan persepsi Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil 

penelitian hubungan keadilan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak menunjukkan bahwa 

keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. 
Jika keadilan pemungutan pajak semakin tinggi, maka persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan 

pajak semakin rendah (Sariani, Wahyuni, dan Sulindawati, 2016:3). 

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pemahaman 
Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong 

Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Disisi lain, adanya rasa ketidakpercayaan Wajib Pajak 

terhadap aparat pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah 
pajak terutangnya yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan 

perpajakan yang belaku secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan memicu untuk 

melakukan tindakan penggelapan pajak. Jelas bahwa Wajib Pajak yang dapat memahami kewajiban perpajakan 

dengan baik, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika didapati melalaikan 
kewajiban perpajakannya. Dengan begitu akan menurunkan kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan 

tindakan penggelapan pajak. 
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Aparat pajak dituntut memberikan kualitas pelayanan yang baik, ramah dan jujur sehingga menimbulkan 
kepuasaan dan kepercayaan Wajib Pajak sekaligus memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang 

melanggar hukum. Pelayanan dapat dikatakan prima apabila pelayanan tersebut dapat memberikan pengaruh 

positif terhadap kepuasan Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara berkala. Pelayanan yang baik yang diberikan aparat pajak kepada 

Wajib Pajak selain meningkatkan kepuasan Wajib Pajak namun juga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Apabila kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar beban pajaknya semakin meningkat maka menurunkan 

kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Winarsih, 2018:60). 
 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 
1. Keadilan pemungutan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Manado. 

2. Pemahaman perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Manado. 
3. Pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 

Manado. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Akuntansi Perpajakan 
 Akuntansi pajak didefinisikan sebagai akuntansi yang erat kaitannya dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akuntansi pajak sendiri merupakan bagian dari 

akuntansi komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan (SAK) yang disesuaikan dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Diana dan Lilis, 2017:1). Akuntansi pajak memiliki tujuan untuk 
mengolah data kuantitatif dalam menyajikan laporan keuangan. Dengan membuat perhitungan dalam aspek 

perpajakan yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pengguna 

informasi akuntansi (Tulandi, Sabijono dan Pusung, 2018:433). 

 
Keadilan Pemungutan Pajak 

Keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya 
berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan 

masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang 

dinikmatinya dari negara (Adam Smith, dikutip dalam Yezzie, 2017:12). Pemungutan pajak yang adil adalah 
adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya 

memiliki penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau 

badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, dikutip dalam Ardiansyah, 2017:27). 
 

Pemahaman Perpajakan 

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami 

tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Rachmadi, dikutip dalam Tumewu 
dan Wahyuni, 2018:42). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami 

dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan melaksanakan kegiatan 

perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya (Ardiansyah, 2017:35). Adapun empat 
inidikator Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yaitu: pengetahuan mengenai ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan, mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan mengenai fungsi perpajakan (budgeter, 

regulerend, stabilitas dan redistribusi pendapatan). 

 

Pelayanan Aparat Pajak 

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartian sebagai pelayanan yang diberikan aparat pajak 

kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak 
termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau 

laba. Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk terhindar dari tindakan 
penggelapan pajak yang dipandang sebagai tindakan ilegal, yang melanggar peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak maka akan meningkatkan kepuasan bagi 
Wajib Pajak yang berdampak pula pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

 

Penggelapan Pajak 

Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengatur sebuah peristiwa 

untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan 

memperhatikan ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan perundang- undangan 
perpajakan yang berlaku (Abrahams dan Kristanto, 2016:51). Jadi, penggelapan pajak merupakan tindakan Wajib 

Pajak yang secara sengaja melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya 

membayar beban pajaknya. 
 

Penelitian Terdahulu 

 Marlina (2018) tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi 

mengenai penggelapan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam mendapatkan hasil yaitu keadilan pemungutan pajak 
tidak berpengaruh, kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif dan pengetahuan dan pemahaman 

wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan 

pajak. 
 Yulia dan Hertia (2017) tentang analisis pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, pemahaman 

perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak di KPP 

Pratama Teluk Betung mendapatkan hasil yaitu keadilan perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. 

 Fatimah dan Wardani (2017) tentang faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak di KPP Pratama 

Temanggung mendapatkan hasil keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak dan kualitas 

pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. 
 

Kerangka Konseptual Pemikiran 

 
 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Sumber: Landasan Teoritis dan Kajian Empiris, 2019 

Berdasarkan latar belakang landasan teoritis serta kajian penelitian terdahulu yang telah dikemukakan 

diatas, dapat diketahui bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang sudah ditargetkan dan menurunkan 
tindakan penggelapan pajak diperlukan keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat 

pajak yang memuaskan dan memudahkan Wajib Pajak. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017:6). Penelitian 

kuantitatif yaitu penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh 
kesimpulan (Sugiyono, 2017:6). 

  

Keadilan Pemungutan Pajak 

(X1) 

Pemahaman Perpajakan 

(X2) 

Pelayanan Aparat Pajak 

(X3) 

Tindakan Penggelapan Pajak 

(Y) 

H1 (-) 

H2 (-) 

H3 (-) 
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Metode Sampling 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan menggunakan 

metode simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik penentuan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2017:120). 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data penelitian ini menggunakan pengukuran nilai 
atas variabel-variabel dengan angka atas jawaban yang diberikan kepada responden dalam bentuk pertanyaan 

tertulis berupa kuesioner serta melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner digunakan dalam rangka 
mendapatkan informasi berkaitan langsung dengan variabel-variabel penelitian. Sumber data dalam penelitian ini 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado. 

 

Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian 

lapangan. Penelitian pustaka yaitu penelti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang teliti melalui 

jurnal, buku, internet dan perangkat lain. Sedangkan, penelitian lapangan yaitu peneliti menperoleh data langsung 
dari pihak pertama (data primer) berdasrarkan jawaban dari responden melalui kuesioner. Kuesioner pada 

penelitian ini akan diberikan/dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado 

yang bertindak sebagai responden. Pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mengacu pada indikator-indikator 
pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dengan bantuan skala Likert sebagai bentuk jawaban dalam 

mengisi kuesioner yang dibagikan kepada responden. 

 

Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan 

software program Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows version 22 untuk menghasilkan 

perhitungan data statistik. Analisis ini dimaksudkan untuk menungkapkan pengaruh antara variabel independen 
yaitu keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap variabel dependen 

yaitu tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Untuk mengetahui 

pengaruh setiap variabel tersebut, maka harus dilakukan berbagai pengujian untuk mengetahui hasil dari 
penelitian ini, dimulai dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (t). 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan yaitu sebanyak 100 kuesioner dan yang kembali sebanyak 
100 kuesioner.yang telah diisi lengkap. Berdasarkan demografi responden, jumlah responden pria sebanyak 41 

orang (41%), sementara untuk reponsen wanita sebanyak 59 orang (59%). Jumlah responden dengan kisaran umur 

17-20 tahun sebanyak 7 orang (7%), umur 21-24 tahun sebanyak 18 orang (18%), umur 25-35 tahun sebanyak 54 

orang (54%) dan jumlah responden dengan umur diatas lebih dari 35 tahun sebanyak 21 orang (21%). Selanjutnya, 
jumlah reponden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 6 orang (6%), S-1 sebanyak 59 orang (59%), S-2 

sebanyak 4 orang (4%), S-3 tidak ada, dan jumlah responden dengan pendidikan lainnya sebanyak 31 orang 

(31%). Berikutnya, jumlah responden dengan pekerjaan wirausaha sebanyak 14 orang (14%), responden sebagai 
pegawai swasta sebanyak 43 orang (43%), sebagai PNS sebanyak 32 orang (32%) dan jumlah responden dengan 

pekerjaan lainnya sebanyak 11 orang (11%). Terakhir, jumlah responden dengan masa kepemilikan NPWP 

kisaran 1-5 tahun sebanyak 12 orang (12%), kisaran 6-10 tahun sebanyak 51 orang (51%) dan jumlah responden 
dengan kepemilikan NPWP diatas 10 tahun sebanyak 37 orang (37%). 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil uji validitas dan reliabilitas diketahui bahwa semua variabel bebas dan variabel terikat dinyatakan 

valid atau sah, dimana semua nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabelyaitu 0,195, dan nilai pada setiap variabel reliabel 

atau dapat dikatakan konsisten jika melakukan pengujian berulang, dimana nilai variabel bebas dan variabel 

terikat hasilnya lebih besar dari Cronbach Alpha = 0,6. 
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Uji Normalitas 
 

             

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pada gambar 2 grafik normal p-plot diketahui bahwa normal p-plot of regression standardized residual 

menunjukkan pola data terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik grafik normal mengikuti garis 
diagonal. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pada gambar 3 grafik histogram disamping dapat diketahui grafik histogram menunjukkan distribusi data 

bersifat normal. Hal ini dapat dilihat dengan grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Grafik Normal P-Plot 
Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019 

Gambar 3. Grafik Histogram 

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019 
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Uji Multikolinearitas 

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 58,628 3,412  17,182 ,000   

Keadilan Pemungutan Pajak (X1) -,387 ,069 -,368 -5,611 ,000 ,826 1,211 

Pemahaman Perpajakan (X2) -,689 ,080 -,566 -8,638 ,000 ,826 1,211 

Pelayanan Aparat Pajak (X3) -,110 ,038 -,174 -2,916 ,004 ,999 1,001 

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019 
 

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki 

nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam 
model regresi. 

 

Uji Heterkedastisitas 

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,220 1,976  ,111 ,912 

Keadilan Pemungutan Pajak (X1) -,042 ,040 -,115 -1,060 ,292 

Pemahaman Perpajakan (X2) ,004 ,046 ,010 ,092 ,927 

Pelayanan Aparat Pajak (X3) ,052 ,022 ,235 2,386 ,119 

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019 
 

Hasil perhitungan melalui uji glejser menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai p value lebih 

besar dari alpha atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen atau 

uji heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi.  
 

Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 58,628 3,412  17,182 ,000 

Keadilan Pemungutan Pajak (X1) -,387 ,069 -,368 -5,611 ,000 

Pemahaman Perpajakan (X2) -,689 ,080 -,566 -8,638 ,000 

Pelayanan Aparat Pajak (X3) -,110 ,038 -,174 -2,916 ,004 

 
 

Persamaan regresinya yaitu: 

Y = 58,628 – 0,387X1 – 0,689X2 – 0,110X3 + e 

1. Nilai konstanta sebesar 58,628 yang menunjukkan apabila semua variabel bebas dianggap konstan atau nol, 
maka nilai dari kualitas laporan keuangan adalah sebesar 58,628. 

2. Nilai koefisien regresi keadilan pemungutan pajak (X1) sebesar -0,387 menunjukkan bahwa pengaruh 

keadilan pemungutan pajak (X1) terhadap tindakan penggelapan pajak (Y) adalah negatif atau tidak searah. 
Artinya, jika keadilan pemungutan pajak (X1) mengalami perubahan (naik atau turun) sebesar 1%, maka nilai 

tindakan penggelapan pajak (Y) akan naik atau turun sebesar 0,387 dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. 
3. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan (X2) sebesar -0,689 menunjukkan bahwa pengaruh 

pemahaman perpajakan (X2) terhadap tindakan penggelapan pajak (Y) adalah negatif atau tidak searah. 

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019 
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Artinya, jika pemahaman perpajakan (X2) mengalami perubahan (naik atau turun) sebesar 1%, maka nilai 
tindakan penggelapan pajak (Y) akan naik atau turun sebesar 0,689 dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. 

4. Nilai koefisien regresi pelayanan aparat pajak (X3) sebesar -0,110 menunjukkan bahwa pengaruh pelayanan 
aparat pajak (X3) terhadap tindakan penggelapan pajak (Y) adalah negatif atau tidak searah. Artinya, jika 

pelayanan aparat pajak (X3) mengalami perubahan (naik atau turun) sebesar 1%, maka nilai tindakan 

penggelapan pajak (Y) akan naik atau turun sebesar 0,110 dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. 
 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,812a ,660 ,649 2,078 
 

 

Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar Adjusted R2 = 0,649. Nilai tersebut berarti seluruh variabel 
bebas, yakni keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak secara bersama-

sama mempengaruhi variabel terikat yaitu tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Manado sebesar 64,9%, sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 

  

Uji Hipotesis (Uji t) 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 58,628 3,412  17,182 ,000 

Keadilan Pemungutan Pajak (X1) -,387 ,069 -,368 -5,611 ,000 

Pemahaman Perpajakan (X2) -,689 ,080 -,566 -8,638 ,000 

Pelayanan Aparat Pajak (X3) -,110 ,038 -,174 -2,916 ,004 

a. Dependent Variable: Tindakan Penggelapan Pajak (Y) 

 
 

Dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial yaitu: 

H1: Keadilan Pemungutan Pajak Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak 
Variabel keadilan pemungutan pajak menunjukkan bahwa nilai thitung -5,611 lebih besar dari nilai ttabel 

1,664 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel keadilan 

pemungutan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. 
 

H2: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak 

Variabel pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa nilai thitung -8,638 lebih besar dari nilai ttabel 1,664 
dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pemahaman 

perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. 
 

H3: Pelayanan Aparat Pajak Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak 

Variabel pelayanan aparat pajak menunjukkan bahwa nilai thitung -2,916 lebih besar dari nilai ttabel 1,664 

dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pelayanan aparat 
pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi 

di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. 

 

 

 

 

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019 

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019 
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Pembahasan 
Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa keadilan pemungutan pajak, 

pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Manado sebesar 0,649 atau 64,9%, sisanya 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 
diluar penelitian ini. Hasil pengujian secara parsial untuk hipotesis pertama (H1) dapat diketahui variabel keadilan 

pemungutan pajak memiliki bahwa nilai thitung -5,611 lebih besar dari nilai ttabel 1,664, dengan nilai signifikansi 

0,000 lebih rendah dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pemungutan pajak 

yang dilakukan oleh aparat pajak, maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan 
pajak akan semakin berkurang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia dan 

Hertia (2017) dan Fatimah dan Wardani (2017). 

Untuk hipotesis kedua (H2) dapat diketahui variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai thitung -8,638 
lebih besar dari nilai ttabel 1,664 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak, maka kecenderungan tindakan untuk 

melakukan tindakan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak akan semakin rendah. Wajib Pajak yang memiliki 

tingkat pengetahuan mengenai kewajiban Wajib Pajak, hak Wajib Pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan tingkat 
pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, akan berusaha menghindari untuk 

melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Yulia 

dan Hertia (2017). 
Untuk hipotesis ketiga (H3) dapat diketahui variabel pelayanan aparat pajak memiliki nilai thitung -2,916 

lebih besar dari nilai ttabel 1,664 dengan nilai signifikansi 0,004 lebih rendah dari 0,05. Pelayanan yang baik dapat 

mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya membayar pajak begitu juga sebaliknya jika 
dirasa mutu pelayanan aparat pajak buruk maka Wajib Pajak akan enggan membayar pajak terutangnya malah 

membuka celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak, maka kecenderungan Wajib 

Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak semakin rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan Marlina (2018). 

 

PENUTUP 
 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pemabahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Hal ini berarti H1 diterima, artinya semakin tinggi tingkat keadilan 

yang dirasakan Wajib Pajak dalam pemungutan perpajakan maka kecenderungan Wajib Pajak untuk 

melakukan tindakan penggelapan pajak semakin rendah karena dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. 
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Manado. Hal ini berarti H2 diterima, artinya semakin luas pengetahuan dan tingginya 

kemampuan dalam memahami segala kegiatan perpajakan baik kewajiban dan hak Wajib Pajak, sanksi 
perpajakan maka menurunkan tindakan penggelapan pajak. 

3. Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Manado. Hal ini berarti H3 diterima, artinya semakin baik kualitas pelayanan yang 

diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas tanggung 
jawabnya dalam kegiatan perpajakan sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak 

semakin rendah. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu: 

1. Untuk aparat pajak/Direktorat Jenderal Pajak agar dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir 
penggelapan pajak dengan meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak dengan cara mencegah serta 

menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam perpajakan, meningkatkan langkah-langkah edukasi kepada 

Wajib Pajak agar mampu mengoptimalkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan baik melalui 

media massa, media sosial, kelas pajak sehingga Wajib Pajak dapat lebih memahami peraturan-peraturan 
perpajakan terkini serta meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pajak. 

2. Bagi Wajib Pajak disarankan agar lebih aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh DJP 

serta rutin mengakses website DJP guna meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan. 
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